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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Lutar Belakang Masalh 

Hukum materiil sebagaimana terjelma dalam undang - undang  atau  

yang tidak bersifat tertulis, merupakan pedoman bagi warga mas yarakt tentang 

bagana solayaknya berbuat atau tidal berbuat dalam masyarakat. Hukum 

bukanlah scmata - mate pedoman untuk dibaca, dihihat tan dike tahui saja, me linkan 

untu.k dilaksnnakan dan ditaati, karena negara kita adalah negara yang berdasark.an 

alas hukum maka rakyat di dalam bertindak atau berbuat harus metatuhii hukum 

yang berlak Dngan deuikian hokum bearus dilaksasalsun, dapat dikatakcan bahwa 

setrap orang melaksanakan hokum, bahkan sering kahi tanpa kita sadari, 

kita melaksenakan bukur Jadi pelaksanaan hukun, bukanlah monopoli orang ­ 

orang tertentu sagja, seperti sarjana hukur, pejabat eta penegak hukum Hukum 

adalah peratur an yang eugat ur, bagaimaa seseorang bersikap terhadap orang lain, 

den me maksa supaya bertindak sesuai dengan peraturan yang berlake' 

Untuk melaksanakan bukurn perdata materiil, terutaa dalam hal 

pelanggaran ala untnk me mpertahanka berlangsungnya hukum perdata materiil dan 

tunt utan hak diperlukcan rangkaian peraluran peraturan bukum lain di samping 
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huku perdata materiil itu sendiri peraturan hukum inilah yang disebut hukum formi 

atau acara perdata. Hulcum harus dipatuhi dan dilaksanakan setiap orang agar apa 

yang dike hendaki oleh hukun dapat tercapai, yaitu terciptanya ketertiban, keamanan 

dan keteraturan dalam masyaralat. Se hingga dengan terciptanya keter tiban, 

keamanan, keteraturan tersebut dapat diharapkan ada kelancaran diberbagai bidang 

Hukum memberikan hak, membebani kewajiban dan melindongi 

kepentingan setiap orang. Di dalam bermasyarakat sering terjadi pelanggaran hake ­ 

bak, kewajiban atau kepentingan, seeorang oleh orang lain, bagi orang yang merasa 

ha.k dan kepentiogannya teal dilanggar dapat me ngay ukan gugatan kepengadi lan 

Peraturan Hukeum Acara Perdata yang masih berlaku sekarang bagi 

pengadilan negeri, yang terutams adalah Het Hertene Indonestsch Reglement 

(HIR)atau Reglement Indonesia yang diperbaharui - $. 1941 No. 44, untuk daerah 

Jawa dan Madura; Rechtsregiement Buttengeesten ( RDg ) yang disebut jug 

Reglemen Daerah Seberang - 38, 1927 No. 227, yang berlaku untuk luar Jaw dan 

Madura 

Di dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umm, 

disebutkan bahrwa Per adila Unum adalah salah sat polakcsana kekuasaa 

kehakiman bagi rakyat pencuri keadilan pada umumnya Sedangkan pada Pnasal 20 

Undang Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok 

guileo Mertoioruro, Zuk AcrPerdetlndone.i fogvkart. Ediii Ke lira, Liberty, 1995 
aal l 



Kekasaan Kehakiman disebutkan babhwa keleuasaan kehaliman dilakukan oleh 

pengadilan dalam lingkungan 

a Peradilan Uu 

b. Peradilan Agama 

e. Peradilean Militer, dan 

d. Peradilan Tata Usaha Negara 

Mengenai kekuasaan kehalo man dilingkungan peradilan umum dilaksaoakan 

oleh · 

a. Pengadilan Negeri 

b. Pengadilan Tiggi, dan 

e. Puncalcnya adalah terletak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan 

uegar yang tertinggi 

Sebagai dasar hukum dari heal terebut di stas adalah Pseal 3 Unlang 

Undang No. 2 Tahun 1986 Tetang Peradilan Umum. Dongan demikian dapat 

dikatakan bahwa Pengadilan Negri bertugas dan berwenang memerikss, mengadili 

dan menyelesailan perkara baik pidana dan perdata pade tingkat pertana 

Karena masalah kompe tensi relatif sangat peating bag para praktisi hu.kaum 

untuk mengaj ukan gugatannya rala masalah kompetensi relatif perlu diketahui 1ebih 

lanjut. Dengan demikian dapat dihindarkan kesalahan mengenai tempat pengauan 

8ugatan 



4 

Oleh krena itu penlis merasa tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi 

dengan judul 

" Kopetensi Relatlf Pengadilan Negeri Dalam Perkara Perdata di Pengadilan 

Negeri Semarang ". 

B. Rang Lingkup Dan Permusa Maala h 

Agar dapal mencapat sasaran yang dharapkan maka penulis akan 

ueguraikan ruang lingkup dahulu sebelum merumuskan masalah 

Rung Linkup 

Apabila terjadi perselisihan di muka pengadilan, maka di dalam hukum 

acara per data ada dna pihak yaitu 

a. Pihak materiil 

Adalah pihake yang berkepentingan ( pihak penggugat dan tergugat itu 

sendiri) 

b. Pihak formal 

Adaloh mereks yang me nghadap dale sidang, dapat pihak materiil itu 

sendiri dan orang yang diberi katasa maupun wali atau kcurator 

Berdasarkan Peal II8 H.IR di dalam vengajukan suntnu gugatan 

eorang penggugat harus mengetahui dengan baik cara mengajukan 

gaosergo., RM dan Moch.he's, Met.as da Mcnerti HTR, (Seksi Hukcm Perd«ta, Falke.ale 
Hokum UNDIP, 1991), hl. 2 

Legsit, 
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ggatan, tempat di mana gugatan harus diajukan dan perlu dike tabui pula 
' 

bahwa di dalam mengajukan gugatan itu dapat diwadi lkan 

Hal ini dimalasudkan jangan sampai salah memasukkan gugdun ke 

pengadilan. Mengenai tempat di nana gugatan diajulan berdasarkcan Pasal 

118 HIR adalah tingkat pertama yaitu Pengadilan Ngeri sebagai hakim 

sehari - bani. Sedangkan pada ting kedua tau banding dilalalan oleh 

Pengadiban Tinggi. Pada tingkat kasasi dilaksaakn oleh bakim kasi pada 

MA Sedangkan mengenai wewenang mengadili ( kompetensi ) ada dun 

yaitu 

a) Competes absolut ( kompetensi atnibutief) 
--· - 

Kompetensi ini menunjukl adanya jetis lerbaga peradialan dan 

tung.kat peradiln. Di inaa tiop tia jenis lembaga peradi lan 

me mpunyai kompetensi untuk tenyelesailan perkara berdasarkan 

jeuis perkara da pibak - pibak yang berperkara 

Jenis lembaga peradilan itu zeiputi; 

Peradilan Urua 

Peradilan Agaa 

Peradilan Militer, dan 

b). Kompetensi Relatif ( kompetensi Distributief) 
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Kompetensi relatif menunjukkan adanya suatu daerah mengadili 

( juridctie ) pengadilan sejenis dan sejajar. Dikatalan bahw 

kompetensi relafif ini berkaitan dengan wilayah hokum suatu 

pengadilan. Mengenai kompetensi relatif ( kompetensi distributief) 

diatar dalam Pasal 18HLR. 

Pada azasnya wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili 

suatu perkara gugatan ditentukan oleh tmpat tinggal tergugat, yang ienurut Ny, 

Retnowulan, S.H disebut atau dikenal dengan :"Actor Sequitur orum Rey 9 

Di dalam berperkara di muka pengadilan seorang penggugat harus mengetahi 

Jo8a empat di maa gugatan harus diajukan yang berkaitan dengan masalah 

kompetensi ( absolut / relatif ), mala penulis di dalam penulisan slaripsi 

mt membatasi pada masalah perdata yang berlaaitan deugan masaleh 

kompetensi relatif Pengudilan Ne geri 

2. Perumusan Masala h 

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis pilih, maka dalam 

men gaj ukan gugatan ke pongadilan, seorang pengagugat hrarus me ngetahui 

terlebih dahuulu ke mana gugatan harus diajukan Terutama di dale sengketa 

mengenai suatu benda tetap. 

"Retowulsn den lsk ndr eripkartarwinet.a.EHukm As Per data Dalam Teori danrektck, 
Bandung Mander Maju, 1997,hal.11 
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Oleh karena itu timbul permasalahan di dalam mengajukan 

gugatan ke pengadilan, sebagai berikut : 

a Bagaimana dalam hal domisihi terggat berbeda dengan letak benda 

tetap yang menjadi sengketa, pengadilan mans yang berwenang 

me ngadidi ? 

b. Bogaimana praktek penyelesin sengketi dalom heal terguga 

berdomistli 

sengketa? 

¢. Bagaimana seharusnya silap tergugat jika gugatan diajukan pada 

pengdi lan negeri yang tidak berwenang T 

C. fujn Penelitin 

Tjuan penelitin ini adalah terutama untuk memperoleh jawaban alas 

permasalahan sebagaimana telah dirumuskan di alas, yaitu; 

a Untuk mengetahui di mana gugatan harus diajukan jika letak benda 

tetap yang menjadi sengketa berbeda dengan domisili tergugal 

b. Untuk mengetahut praktek penyelesian gogatan yang diajukan di 

domisili tergugat, sedangkan letak bendanya berlainan de ngan 

domisilinya 

c. Untuk mongetahui bagairana tindakan tergogat jika diajukan ke 

pengadilan yang tidak berwenang 
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D. Metode Penelitian 

a Metode Pendekatan 

Di dalarm melakukan penelitian penulis menggunakn metode yuridis 

normatif Penelitian yuridis nonnatif adalah penelitian kepustakaan, yaitu 

penelitian ter hadap data sekunder. 

Data sekunder yakmi data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan berupa 

peraturan perundang undangan, teori teori bukur, yurisprudensi, dan 

pendapat - pendapat para sarjans hukum yang kesemuanya itu berkaitan 

dengan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam perkara perdata 

b. Obyek Penelitian 

Kompetensi relatif pengadilan negeri dalam perkara perdata di Pengadilan 

Negeri Semarang 

c. Tekuik Pengumpulan Date 

Untuk memperoleh data yang di perlukan di dalam penyusunan skripsi ini 

penulis menggunakan data yang diperoleh melalui 

l. Studi Kepustakan 

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi - konsepsi, 

teori - teori, pendapat - pendapat ataupun penemuan - penemuan yang 

berhubungan erat dengan pokok permasalahan yaitu mengenai 



kompetensi relatif pengadilan negeri dalam perkara perdats di 
• 

Pengadilan Negori Semarang 

Kemudian dari data yang penulis peroleh lewat buku buku 

ihiah, yurisprudensi maupun peraturan perundang - undangan yang 

ada kaitan@ya dengan penyusunn skripsi ini, taka penulis hear apkan 

dapat me mahaminya dan mengambil beberapa kesimpulan 

yang kemudian akan penulis kaitkan dengan masalah masalah 

yang timbul dala prakte ke 

2. Studi Lapangan 

Dalarm melakukan survey lapan gan in penulis menggunalaan 

cara wawancara Wwancara adalah car untuk memperoleh informasi 

dengan cara bertanya langsung pada orang yang diwaw ncar aui, yaitu 

huakim pengadilan negeri di dalam perkara perdata di Pengadilan 

Negri tersebut. 

Wawancara yang penulis lakeukan di dalam melakcukcan 

penelitian ini eudah penulis susun dan rencanakan terlebih dahulu 

Namnn masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan lain yang 

sesuai dengan situsi puda waktu wawancara, sehingga wawancara 

tersebut tidak terasa kaku, dan keluwesan wawancara tetap bisa 

dipertahank:a. 

'geryono Seo&leant, enaentar Peneliti .Eur, Jakarta, UIPres, 1986, heal 229 



3. Metode Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan mengenai kompetensi relatif 

pengadilan negeri sudah terkumpul, maka kemudian data tersebut 

harus diolah, disusu secara teratur dan dibuat analisis terhadap data 

itu dengan menggunakan aunalisis terhadap data itu dengan 

menggunakan analisa yang kualitatif 

Maksud dari data anahsa kualitatif tersebut adalah suatnu tata 

cara penelitian yang menghasilkan data deslariptif analitis, yaitu apa 

yang dinyatakan oleh responden mengenai masalah kompetensi relatif 

tu har us diteliti dan dipelajari sebagai satu kesat uan. 

4. Metode Penyajian Data 

Dani data yang penulis peroleh tertama data sekunder yaitu 

masalah kompetensi relatif perkara perdata, akan penulis kaitcan kasus 

yang sedang diteliti. Kemudian dari hasil analisa tersebut akan penulis 

susu dalama bentuk uraian 

Pasal I18 HLR mcngatur antara lain maengenai kompetensi 

relatif pengadilan negeri. Dalam pasal ini ada 7( tujuh) ialah 

L. Gugatan diajukan kepada ketua pengadilan di daerah hukum siapa 

tergugat bertempat diam. (Pasal 118 ayat I HLR. ) 

2. Jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal yang 

scbenarnya(Pasal 118 ayat 1 IL.LR.) 



3. Banyak tergust maka gugatan dapat diajukan di salah sat u dari 

domisili tergugat (Pasal 118 ayat2 HLR.) 

4 Bila ada debitur utama dan penjamin, maka gugatan dimask kan 

ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi domisili debitur 

utama (Pasal 1H8 ayat2HLR.) 

$. Bila tempat diam tergugat tidak dikenal, tidak diketahui tempat 

tinggal sebenarnya aka gugatan dirasukkan kepada ketua 

pengadilan negeri di tempat tinggal pengsugat atau saah seorang 

penggugat (Pasal 118 ayat3 HLR.) 

6. Gusatan mongenai benda tetap, maka gogatan diajukan kepada 

ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa benda tetap itu 

berada (Pasad 118 ayat3 HLR) 

7. Jika dengan surat sah diplih dan ditentukan tempat diam, maka 

dapat tnemas ukkan gugatan kepada ketua pengadilan dalarm daerah 

hukum siapa terletak tempat diam yang dipilih itu ( Pasal 118 ayat 

4 HLR) 

E. Sistematila Penulisan 

Adapun sisteratika skripsi ti adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Dalam bab ini merupakan titik tolak pemikiran dalam 

penulisan skripsi imi, di mana penulis mencoba 



BAB II 

BA III 

• 

memberikan ilustrasi guna memberikan informssi yang 

bersifat umum dan meyeluruh secara sistematis, yang 

terdiri dari uraian pendahol van yang merupakan awa 

dari pembahasan tentang latar belakang masalah, ruang 

lingkup dan perumusan masalah, tujuan penelitian, 

metode penelitian serta sistematika penulisan 

Tiajtn Petal 

Dalam hal imi akan diuraikcan introduksi teori, dinbil 

dari beberapa literatur yang monjadi landasan dulam 

mepganalisis tentang pongertian kompetens relatif dan 

absolut, car mnengaj ukan ggan, tempat gugalnn 

dajukan rta gugatan dapat diwakilkan 

Hfl Penelltfn Dan Amats Data 

Dalamn bab ini akan diurkn hail penehitian lapangan 

yang telah penulis laksanakan yaitu menyan gkut 

mnasalah pelaksanaan ( praktek ) kompetensi relatif 

pengadilan negeri dalam perkara perdata di engadilan 

Negeri Semarang 

Dari hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis 

dengan menghubungkan fikta dengan tori yang ada 

Hasil analisa ini alan penulis gunakan untuk membaha 

meal ah yang timbul. 



BAB IV Pent up 

Pada bab yang terakhir ini dikerukakn kesimpulan 

dri apa yang penulis peroleh baik teori mapun 

praktek mengenai kompetensi relatif Juga akan 

dikemukakan saran dari penulis, ehbegan de ngan 

mas al ah kompetensi relatif 
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BAB II 

TINJAUAN PUST AKA 

Pengertin Kampetensi Ab»olat dan elatif 

Menurut Undang- Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 

1970 Paal 10 (), Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Pengdilun 

dalam lingkungan sebagai berikut; 

eradilan Umunm 

2. Peradilan Agaa 

3, Peradila Militer 

4. Peradilan Tata Usaha Negara 

Mas mug- masing badan peradilan di alas mempunyai tingkatan - ting.katan 

dan semua badan peradilan tersebut berpuncak pada Mahkamah Agung. Oleh k«arena 

ln ngnr suatu gugatan jangut sumpai diaju.kn secra keliru, maka dalam cara 

mega ukan ggatan harus diporhatikan benar - benar oleh pengguat balrwa gugal an 

hare disjkan secar tepat kepada badan penghi /an yang benar - benar berwenang 

untk mengadihi perkara atau persoalan yang bersangkutan. 

Dalam hokum acara perdata dikenal adanya2 ( dua ) macaru kewenangan 

mengadili ysitu; 



I. Kompetnsi Absolt 

Kompotensi absolut atau kewenangan absolut atau absolute 

competentte adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan - badan peradilan, 

di hihat dari mac amnya pengadilan menyangkut penberian wewenang untuk 

menerimu, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara perkara jenis 

tertentu yang mutlak tidak dapat dilakukan badan paradilan lain. Apa yang menjadi 

wewenang badan Peradilan Umum mutlake tidak dept dilakuken oleh badan 

Peradilan Agama maupun baden - badan peradilan yang lain, dan sebaliknya apa 

yang menjadi wewenang badan Peradilan Agara mutlak tidak dpat dilakukan oleh 

badan Peradilan Umum maupun badan badan peradilan lainnya De mikian 

seterusnya masing - masing badan perdilan itu tempunya wewepang sendiri 

sendiri.' 

Tiap tisap tingkatan pengadiln pada musing - masing badan 

peradilan torsebut juga mempunyai wewenang sendini yang secara mutlak pula tidak 

dapat dilakukan oleh pengadilan tinglkatan yang lain .Pada badan perudilan ini 

misalnya apa yang menjadi wewenag Pengadilan iegeri mutlak tidak dapat 

dilakukan oleh Pengadilan Tiggi dan Mahkamah Agung 

Pengadilan Negeni, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung masing ­ 

masing mempunyai wewenang sendiri sesua denga ketentuan undang undang 

Ridwan Sy«hrni, ir cscsPerdetas di Lnsdcn.on Perdihen ma Jskorta, Pust.k 
Kurtin, 1988 hulran 29 
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Pengadilan Negeri merupakan pengadian yang bertugs dun berwenang 
• 

memeniksa, menutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada 

tingkat pertama ( Pasal 50 UD No.2 tahn 1986 ) Tgas dan wewenang 

Pengadilan Negeri dalam perkara perdata mehiputi semua perkara mengenai 

hak milik dan hak - hak yang timbul karenanya sorta hak - hak keperdataan 

lainnya, termasuk penyelesaian masalah yang berhubnngan dengan /uri sdikest 

volunteer ( tuntutan hak yang tidak mensandung sengketa ), kecuahi apabila 

dalam hal undang - undang tenetapkan pengadilan lain untuk memeriksa 

merautus dan menyelesaikannya, epert perkara perceraiana, mereka yang 

beragama Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama ( Pasal 63 UU 

No. I tahun 1974 ) Contoh wewenang pengadilan tersebut merupaloan 

wewenang muflak ( korpetensi absolut ), yang tidak dapat dilakukan oleh 

pengadilan lain baik dalam badan lingkungan peradilan yang sama 

( Peradilan Umum ) maupun dalam lingkungan badan peradilan yang lain 

(Peradian Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) 

b. Pengadilan Tinggi adaleh merupakan pengadilan yang bertugas dan 

berwenag mengadihi perkara pidana dan perdata pada fingkat banding dan 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengdili 

ntar Pengadilan Negeri di daerab hukumaya (Pasal 5I UU No. 2 tahun 

1986) 

c. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi yang bertugas dan berwetang 

memeriksa dan memutskan pada tingkat kasasi atan terakhir permohonan 



1 

kasasi terhadap pulusan terakhir sermua badan peradilan (Pasl 29 UU N0, 14 
tabun 1985 ) MA meteriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan 

terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengaditi antara pengadila 

di lingkungan peradilan yang lain juga antara dua pengadilan yang ad dalam 
daorah hukur pengadilan tingknt banding yang berlainan dani lingkungan 

peradiban yang sama atau antara dua pengadian tinglat banding di lingkungan 

peradilan yang sama atau antara lungkungan peradilan yang berlainan de 

perampasan kapal asing dan muatanya oleh keapal perang RI berdasark. 

peraturan yang berlaku semarya itu diputus oleh MA. dalam ting±eat 

pertama dan terakhir. MA. juga berwenang meteriksa dan me rut us.kaun 

permohonan kaeasi, sen gke ta tentang kewenangan me ngadili dan perohonan 

peninjanan kombadi putusan pengadialn yang telah memproleh kekuatan 

hukum tetap (Pacal 28 UU No. 14 tahn 198$ ) _ 2  

Perohonan peninjauan kembali diputus oleh MA., pala ti ngkat 
pertama dun terakhir ata putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuta 

hnkum tetap berdasurkan alesan - alasan yang diatur dalam Pasad 4 bob IV UU' Ne 

I4 tahua 1985. Di amping itu MA mempunyai weweuans meguji secara mater il 

peraturan perundang - undagan di bawah undang - undang Wewenang ii han 

dapat dilalkan pada tingkat kasasi sedangkan pencabutan peraturan perndang 
udagan yang bersagktan dilakuka segera oleh instansi yang bersangkutau 
(Pasal 31 UU N. [4 tahut 198$ ). Ditegaslaun dalam Pae! 32 UUN6.14 t%Ann 1985 

'id.at 3o 



bahwa MA dalam rangka melakuken tugas pengawasannya dan minta keteran gan 

dari semua lingkungan poradilan serta memberi petunjuk tidak boleh 
mengurangi kebebasan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara Kalan sat 

perkara diajukan kepada hakim yang secara absolut tidak wenang memeriksa perkara 

tersebut, maka hakim harus menyatakan dirinya tidak wenag secara er officio 

untuk memeriksnya dan tidak ber gantung pada ada tidalarya eksepsi ( tanglisan ) 
dari tergugat tentang ketidak wenanga itu. Setiap saat selama persidangan 

berlangsung dapat diajukan tangkisan bahwa hakim tidak wenang memeriksa perkara 

tersebut ( Pasal IT4 HLR,160 RB¢ ) Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan 

terhadap suat perkara yang Sara mtlak tidak berwenang memeriksa da 

mengadilinya batal demi hukum D 

2. Komp«tensi Relalf 

Kompetensi relatif atan kewenangan nisbi atat relative 

competentie adalah mengafur pembagian kekuasaan mengadihi antara pengadilan 

yang serupa atau sejenis tergantung dari tempat tinggal tergugat. Tiap ti 

Fengadila Negeri mempunyai daerah hokum sendiri - sendiri. Dserah hukum suatu 

Pengadilan Negeri meliputi wilayah kotaadya atan kab upaten tempat Pengadilan 

Negeri tersebut berada misalnya Pengadilan Negeri Semarang dengan Pengadilan 

Negeri Kabupaten Semarang, dengan demikian wewenang relatif ii akan menjawab 

pertanyaan pengadilan yang berada di mana yang berwenang untuk mengadili perkara 
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yang berangkutan Jadi dalam hal ini akan berkaitan dengan wilayah bukm suatu 

pengadilan kalau seseorang tetgugat di uuka hakin yang tidak berwenang secara 

relatif' memeriks perkara ter sebut, aka hakim hanya dapat menyataken dirinya 

tidake berwenang ecru relatif reeriksa perkara tersebut. Apabila ter gugal 

mengukan eksepsi ( tangkisan balwa hakin tidak berwenang memeriksa perkar 

dan tangkisan tersebut diajukan pada sidang pertama atan setidak tidaknya belun 

mengajukan tan gkisan lean 

Secra urum dapat dikatakan bahwa suatu Pengadilan Negeri 

tempuayai wewenang nisbi untuk menerira, meteriksa, mengadili, serta 

mnyelesaikan perkara yang tergugatnya bertespat tinggal ( berdomiili ) di daerah 

hukumnya, menrut Pnasal 1I8 ILLR. pada asasnya gugatan harus diajulcan ke 

Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Pasal 118 H.LR. menyangkut kekuasaan 

relatif yang dalam bahasa Belanda disebut dstribute van rechtsmacht, asasnya 

adalah yang berwensng adalah Pengadi lan Ne geri tempat tergugat, asaenya ini dalar 

balsa lat hike nal dengan sebutan " actor sequtur forum re "  

Hal  ini merang sudah sepantasnyalah demikian karena apabila 

tergugat harus monghadap ke pengadilan tepat tinggal penggugat karena 

bukanlah kehendak si tergngat bahwa in diggal ke pengadilan selain itu bahwn 

pa yang digugat oleh penggugat itu belum tentu benar - benar terbukti dan 

dikabulkan oleh pengadilan 

Ny Re±owulat. Sutenti a lslcandar Oeriplartswinaa, Huk us Ace Peretz dalamn Teori 

dan rakte« Par.dug,Marlar Maj, 197.headman Ii 



Mak oleh karena itulah, dalam hal ini tergupat dihormati den diakui 

• 

hak -haknya sebelu terbkti kebena an ggatan dari pengggat, sehingga ter gsa 

tidak dipaksa untuk berkorban bagi kepentingan penggugat. Dengan deuikian heal ini 

hampir sama dengan saleh satu asas " presumption of innocence " ( praduga tidak 

bersalah ) yang dalam hal ini maka si tergngat dianggap tidak bersalah selama 

kesalahannya belum terbulti' 

Secara khusus dan terperinci tentang wewenang misbi Pengadilan Negeri 

diatr dalam Pasa I18HLR., 142 RBg sebagai berikut, 

I Gngatar-gugatan perdata yang pada tingkat pertama termasuk wewenag 

Pengadilan Negeri diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani 

oleh penggugat atan oleh kuasanya 8esuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR 

kepada Keta Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana 

tergugat bertempat tinggal ata jika dia tidak mempunyai wilayah huk urn 

di mana tergugat bertepat tinggal yang diketali acdalah di tempat kediaman 

2 Dalam hal gugatan diajukan terhadep beberapa orang tegugat yang tidak 

tinggal bersara-sama dalam wilayah hkum Pengadilan Negeri tersebut, 

aka gugatan diajukan kepain Keta Pengadilan Negeri di terpat tinggal 

salah seorang di antara mereka, menurut pilihen pnggtgat hika antara 

tergngat tergugat terdapat hubungan orang yang berhutang utama dan 

penjamin keeuali yang diafur dalam Pasal 6 ayat 2 R.O., maks diajukan 

M Nursaid, Ilka BcraPcrdata Jakarta , Siner GrafikaCet II 1999 heal 20-2 



kepad Keta Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang berhutang ala 

• 
salah seorang diantar anya 

3. Jika tergugat tidak me mpunyai tempat tinggal yang dike tahui dan juga tempat 

kediamannya tidak diketahui ala jika tergugat tidak dikenal maka gugatan 

diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat atau 

alah seorang di antara penggegat - pengsogat, pka gugatan itu me ngenai 

benda tetap maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadi/an Negeri dalam 

wilayah hukuta di mana be nda itu berada 

4. Jika dengan suatu akta telah dipihih akan tempat tinggal, maka jile 

dikebendaki penggugat dapat mengajukan gogatanya kepada Kepala 

Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum yang meliputi tempul 

hinggal pihhan itu. 

Kompetensi relatif Pengadilan Negeri juga diatur secara khusus dala 

PP No. 9tahn 1975 yang merupakan peraturn pelaksanaan UU No. I tahun 1974, 

yang menentukan bahwa gugatan perceraian meroka yang bukan beragama Islam 

diajukan kepada Pengudila Negeri yang meliputi tempat kediaman tergugat ( Pasal 

20 (1)j0. Pasal 22 (1) PP No. 9 thun 197$ ) Apabila temnpat kediaman tergugat 

tidak jelas, tidak diketahi atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap atau 

terpat kediauan di leer vegeri, maka gugatan perceraian tersebut diajukan kepala 

Pengadilan Negeni yang daerah hukurmya teliputi tepat kediaman penggngad 

(Pasal 20 ayat2 PP No. 9 tabun 197$ ) Derikian pula jika gugatan perceraian itu 

M Rahyono Aiko.o, Bera.are rdata Di Felan Lour (Korpilasi Peraturan Das 
endow) Bar.dung,Citr Alitya Baldi. 1994. halaroan 107 106 
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karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang suh tu 

karena had lain di Juar kemanpuannya maka gugatan perceraian tersebut diajukan 

kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman pengugat ( Pasal 20 ayat I PP No. 

tahum 1975 ). Jga di dalam peraturan kepailitan ( Stb. 1905 No. 217 j.0. Stb. 1906 

No. 348 ) ditcntukan balrwa perohonan kepailitan diajukan kepada Pongadilan 

Negeri yang daerah hnkumnya me lip»ti tempat tinggal debitur 

Apa itu tempat tinggal ? dan apa pula yang di maksud dengan terpat 

kedianan ?' perbedaan ini perlu dipahami dengan sebaik - baiknya oleh karena Peel 

1I8 H L R_ d i  samping tempat tinggal menycbut pula tempat kediaran. H.IR tidal 

memberi penjelasan tentang had itu 

Dalam Pas.al 17B.W aenyebutkan 

Setiap orang dianggap mnempunyai tempat tinggalnya, di mana ia 
menempatkan pusat kediamannya Dalam hal tak adanya tempat 
Mag,gal yang derikian, aka terpat kediaman sewajarnya dianggap 
sebagi tempat tinggal " 

Mungkin akan lebih jelas apabila dikeomukakan bahwa tempat tinggal 

eseorang dapat di/ihat dari KT. orang terscbut, tempat tinggal di mana seseorang 

ber diam dan teratnt ebagai penduduk, sedang tempat kediaman adalah di nuana 

corang berdiam, mungkin di rurah peristiralatannya di Pncak' 

Adapun yang di maksud dengpn tetupat tinggal tergugat menuru Riduan 

Syalrami, S.H., adalah tempat tergugat secara resmi menetap dan di mana ia harus di 

cari nntuk kepentingan - kepentingannya, sebagai petunjukya adalah tempat ia 
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tercatat sobagai pendduk ( yang dibuktikannya dengan mcmpunyai kartu penduduk ) 

atau tepat in terdaftar sebagai wajib paja' 

Dorisili atau tempat tinggal yaitu tempat di man orang sungguh­ 

nguh berad. Merilih dorisili kadang-kadang dalam perjanjian dipilih domisili 

dean biasanya yang dipilih adalah kator Panitera Pengadilan atau kantor advokat 

akudnya adalah untuk uetapermudah proses panggilan kareta 

perdnta disyaratkan pangglan pate' 

dalam acara 

Sebagai asas ditentukan babwa Pengadilan Negeri di tempat tinggal 

ergugat ( mepunynai alamet, douisili ) yang wenang memeriksn gugatan atau 

tuntutan hak Actor Sequitur Forum Rei" ( Pass! 118 ayat I IL.LR., 142 R.Bg.) 

Jodi ugatan bar us diajukan kepala Ketua Pengadilan Negeri di tempat tergugal 

nggal. Kalan misalnya pengogat bertempat tinggal di Yogyakrta sedangkan 

terggt bertempat tinggal di Semarang maka gugatan diajukan kepada Pengadilan 

Negeri Semarang, kiranya tidak layak apabila tergugat harus menghadap ke 

Pengadilat Negeri di temat penggnsat tinggal ") 

Terhadap nsas Actor Sequitur Forum Rei ii, terdapat beberapa 

pengecnait aan penyimpangnn, yala antara lain; 

a. Apablua tempnt tinggal tergugt tidak diketahui, makn gngatan diajukan ke 

Pengadiloan Negeri tempal kediaman penggugal 

. ' 
Ridun Syahraci, op cit, hat. 32 

Kooser300, RM han Moch. Jais, kM&tbs.a du. Meua.ti • (Seki Hukum Perdat.a, 
Fake.hos Hut, UND, 1991 halaen 3 
wile Mertoksumo, Lua hara Per@data Indonesia Fogyakarta Liberty, 1999,Al 65 

• 



b. Apabila tergugat terdiri dani 2 ( dua ) orang atau lebih, dan mereka tinggal 

pacda tempat tinggal salah seorang tergugat. 

Apabila yang digugat itn terdiri dari orang-orang berutang dan penaggung, 

ma.ka gugtan diajukcan kepada Pengadilan Negeri di tenspat orang yang 

berutang 

d. Apabila tempat tinggal dan tempt kediaman atau orang yang digugat tidal 

diketahui atan tidak dikenat, maka gugat diajukan kopada Pengadilan Negeri 

tempat tinggal penggugat 

Dalam hal keadaan nomor ( d )  di atas, apabila gugatan mengenai barang 

ttap, aka gugatan diagukan ke pengadian tempat di mana barang tetap 

terse but berdu Asas ini di kenal dengan sebutan actor sequtor forum 

f. Kalan kcdua belah pihak pihak me milih tempat tinggal khusus dengan ate 

yang tertulis, maka penggugat kala man dapat mengajukan gugatan kepala 

Pengadian Negeri di tempat yang telah dipilih dalam akte tersobut' 

Di samping pengecualian di atas terdapat pula pengecualimn yang lain 

yang pengaturannya di luar AL.IR imi, misalnya yang terdapat dalam B.W dan UU 

No. I tabun 1974 Undang - Undang Tentang Perkawinan, antara lain; 

Apabila dalam hal tergugat tidak cakap untuk menghadap di muka 

pengadian, ggat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri teurpat 

inggal orang toanya, walinya atau pengamp unya 



Pasal 21 BW menyatakan; 

• 
" Seorang perempuanu bensuami, dan tidak berpisah meja dan ranj ang 

ta.k mempunyai tempat tinggal yang lain, melainkan tempat tinggal 
suaminaya; anak anak belum dewasa mengikuti tempat tinggal 
salah satu dari kedua orang u ereka, yang melakukan kekcuasaan 
orang tua mereka, yang melakukan kelasaan orang tua atas diri 
mereka, alas tempat tinggal wadi mercka, orang - orang dewasa, di 
tamuh di bawah pengampuan, me ngilt tempat tinggal pengamp 
merekea 

2. Yang menyangkut Pegawai Negeri, yang berwenng untuk mengadilinya 

adalah Pangadlan Negeri di darah mana ia bekerja 

Pasal 208.W menyatakan; 

Merela yang ditugaskan pada jawatan - jawatan uurm, dianggap 
temputyai tempat tinggal mereka di man qenunaikan jarwatan -­ 
jawatan tu" 

3 Buruh yang enginap di tempat majikannya, yang berwenang untuk 

mongadilinya adalah Pengadilan Negeni terpat tinggal majikan 

Pusal 22 B.W menyatak 

" Dengan tak me mp unyai ketentuan dalam pasal yang lalu, para 
pekerja buruh me mpunyai tempat tinggal di rumah majikau mereka, 
jika merels ikut diam dalam rumah kediaman si raj ilun" 

4. Tentang hal kepailitan, yang berwenang untnk mnengadilinya adalah 

engadilan Negeri di tepat debitur tinggal 

Pasal 2 ayat I UU No. 4 tabun 1998 ueuyataka, 

Putusan atae per mohonan pernyataan pahit dan hal hal lain yang 
berkaitan sebagaimana diraksud dalam undang dang ii, 
ditetapkan oleh pengadilan yang daerah hukumnnya meliputi dnerah 
tempat kedudukan hku debitur" 
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Vang menyangkt permohonan pcmbatalan perkawinan, diajukan kepada 

Pengadilan Negeri dalarm daerah hukum di mana perkawianan dilangsun gkan 

al au di tempat tinggal kedua suami-isteri, suaui alau isteri ( Pasal 25j.o Pasal 

63 ayat I b. UU Nomor I tahun 1974, Pasal 38 ayat I dan 2. PP Nomor 9 

tahun 1975) 

6. Cugatan perveraian dapat diajukan kepada Pengadian Negeri di terpal 

kediaman penggugat. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar negeri, 

gugatan diajukan di tempat kediaman penggugat dan Ketua Pengadilan Negeri 

mengajuknn permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan RI 

setempat (Pasal 40j.o Pasal 63 ayat I sub b. UU No. 1 tahun 1974, Pasal 20 

ayat 2 dan 3 PP No. 9 tahun 1975) 

Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri terpat tinggal suami 

hanya dalam hal heal tertent saja, misalnya dalam had suani telah 

meninggalkan lerpat tinggal bersama dengan maksud jahat, gugat 

diajukan pada Pengadilan Negeri tempat kediaman si isteri yang sebenarnya 

(Pael 207B.W 

Apabila seseorang digugat di ka hrakin yang tidak wenang secara 

relatit memeriksa perkara tereebut, maka hakim hanya dapat menyatakan dirinya 

tidak wenang sccara relatif memeriksa perkara terscbuat apabila tergugat 

muongajukan tangkisan atan eksepsi bahrwa hakim tidak wenang memenikea perkara 

tersebut, asal tagkisan terse but diajuloan pada sidang pertuna atau sctidak - tidaknya 

Retrowuia dan lslander Oeripkartawin.ata,ga. heal 15 
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belum me nggunakan tangkisan lain Dalam hal ini hakima wajib memberikan 

tangkisan, walanpun pihrak yang bersangkutan atau wakilnya tidak hadir dalar 

persidangon (Pasal 125 ayat 2, Pasal 133 IHLR, Pasal 149 ayat2, Pasal 159 

RR.Bg ) Apabila tangkisan ditolak, maka pemeriksaan mengenai pokok perkara 

dapat dilajutkan sampai puts (Pasal 134, 135 HLR, Pasal 160, 161 R.Bg ). " 

Sedangkan uenurt Riduan Syalsrauni, S.H. bahrwa mengenai eksepsi 

( tangkisan ) tidak berwenangnya Pengadilan Negeri sccara nisbi untuk memoriksa 

dan memutuska sesuatu perkara per data, hanya dapat diajukan pada 

jawaban pertama, setidaknya sebelur mengajukan tangkisan lain. Hakim hanya 

dapat uenyatakan dirinya tidak berwerang secara nisbi untuk memeniksa dan 

memutuskan suat perkara, apabila tergugat mengajkan ekepsi, yang 

me nyatakan Pengadilan Negeri tidak berwepang dan memutukan perkara terebut. 

Eksepsi tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriks dan 

nemtuekan suatu perkara perdata harus diberikan putusan sela oleh hakim 

Bilarana eksopsi tersebut ditolak maka pemeriksaan pokok perkara dilanjntkan 

( Pasal 134 , 13S H.LR., Pa±al 160,162 R.Bg ) Putusen yang dijatuhkan teh 

Pengadilan Negeri terhadap suafu perkara yang secara relatif tidak berwenang untuk 

memeriksa dan engadilinya tetap dipandang sebagai suatu putusan yang sat! 

Sudino Mertokuso, pct bad.7 
idun Syahrt, og sit hea l.32 
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B. Cara Mengafukan Gngatau 

Sebagaimana kita ketahui bahrwa tututan hak ialah suatu tindakan yang 

bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hak melalui pengadilan sebagai upaya 

moncegah tindakan main hakin sendiri, ehubungan dengan itu barus mempunyai 

kepentingan hakum yang mengandung sangketa yang akan dibuktikan kemudian. 

Dengan megetahi kompetensi absolut dan kompetensi relatif di 

badan badan peradilan scperti diuraikcan di atas, maka dapatlah diketahui kepada 

Pengaditan Negeri mana gugatan harus diajukan 

Sebagaituna telah dinyatkan bahwa gngatan perdata dapat dilakkan 

secara tertuhis dan dapat pula secara lisan 

Pasal I20 HLR 

Jika penggugat tidal dapat menulis maka ia dapat mengajukan 
gugatannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang 

encatatnya atau menyuruh mencatatnya 

Hal ini didasarkan kepada kenyataan pada waktu HIR dan R.Bg di 

bat, orang orang Indonesia ( Bumi Putera ) banyak yang belum pandai membaca 

dan menulis, sehingga kalau ditentukhm gugatan harus dibuat dalarn bentuk tertulis 

maka akan sangat banyak orang - orang Indonesia yang tidak dapat menuntut dan 

me mpertahankan hak perdatanya, hal mana jelas bertentangan dengnn rasa keadilan 

selayaknya pegaturan IHLR dan R.Bg dalam hubrutgan ini masih per[u 

diportahankawn sampai sekarang kareua nyatanya dalat masyarakat kita sekar an g 



asih ada yang tidak pandai mnembaca dan menulis. Lagi pula orang yang pandai 
• 

membaca dan menulis belum tentu bisa membuat surat gugatan yang betut. 

Dalam masalah gugatan ini, kita perlu terlebih dahrulu menge tabui 

perbedaan antara gugatan dan penmohonan Adapun perbedaan di antara keduanya 

yatu dalas perkara gugatan ada suatu sengketa yang harus diselesaikan dan 

diputuskan oleh pengadilan. Di sini hakim berfungsi sebagai yang mengadili den 

eutus siapa di antara pihak pibak yang bear dan siapa yang tidak bear. 

Sedangkan dalum perkara yang disebut permohonan di sini tidak ada sengketa, hakir 

hanya sekedar vuemberi jasa -jasa se bagai seorang teraga tata usaha pegara Hali 

tersebut mengeluarkan penotapan yang lazim disebut keputusan declaratotr, 

suatu putnsan yang bersifat me netapkan atau me neranglan saja Dalam hal ini 

hakin tidak zerutuskan sutu konflik seperti halt ya suatu gugate + 

Apabila dalam uatu perkaa tidak dapat diselesaikan oleh pihak 

pihak secara damai raaka jalan terakhir yang dapt ditempuh ialah mints 

penyelesaian melalui hakim. Untuk mendapatkan penyelesaian melalui hakir, 

peng8sat me ngau.kan permoho nan kepada 

Pengadilan Negeri. Gugatan yang diajukcan kepada Ketua Pengadilan Neger 

terse but, disebut perkara perdata Yang mengajukan permohonan gugatan 

disebut penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat. Dalam 

surat gugatan, daar gugatan itu harus jelas dan mendukung apa yang 

3 

6) 
idwan yabran, 9st, hal 33 

IL, 
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dimengerti dan dapat diterima oleh pengadilan, artinya setiap peristiwa atau 

kejadian yang endukug adanya hubungan hokum dilukiskan secara kronologis dan 

sistematis, schingga mudah menentukan isi dari petitum. Hal yang demikian, 

memndahkan hakim untuk menlat apakah dasar gugatan itu merupakan sebab yang 

ejadi alasan penggugat untnk memintaknn eupaya dikablkanya isi tuntutan 

( petitum ) itu. lei petitum itu jugn harus jelas, kronologis, dan sisteatis sehinga 

etiap kaliwnat petitum itu diharap kan dapat diterima oleh hakim 

Agar uatu ggtan dapat diterima oleh pengadilan, make harus 

mcmcnuhi syarat - yaral terte ntu yaitu me liputi syarat formil yang merupakan syarat 

mutlak agar ggatan terima ( di terima bukan borarti dikabulkan ggatannya ), 

syarat formil tersebut meliputi antra lain; 

L. Memenuhi ketentuan di mana gugatan harus diajukan. 

2. Curamengajukan gugatan secara hisan matrpun tertulis 

l. Kalau di@jukan sear tertulis har us me me nuhi syar at bentuk surat gugat. 

4. Mestayar biaya pet lara kecuahi prodeo. 

Syarat formil itu mutlak harus dipenuli, pab»ila tidok, dopat 

engakibatkan gugatan tidak dapat diterime' 

Untuk memperoleh abaran yang jelas, berikt ini kan penulis 

jelasken secara singkat tcntang syarat fortail tersebut di atas; 

l. Meteli ketenluan di mana ggatan harus diajukan, syarat ini menyangkut 

as»al ah kopelensi relatif, maka yang menjadi persoalan adalah 

Djureno Daeolidijoj, krpulan Kulish Pot BRM Haporo Hadrwidijojog. an 

sat awooeaeah'or.data,Semarang 1976, el.30 



ke pengdilan uanakah gugatan harus diajukan. Hal ini penulis telah jelaskan 

di mu.ka. 

2. Cara tensauukaan gugatan secara tertulis dalam lingkngan peradilan Umum 

dialur du:au l'asal I18 HLR., di mana disebtkan bahwa tunt utan ata 

gugatan has diajnkan denan surat permohonan tertulis pada Pen gadilan 

Negeri di man tergugat bertempat tinggal. Surat permohonan itu harus 

ditanda tangani oleh pengggat atan kuasnya, wntuk yang buta huruf' dapat 

melakukan dengan lisan 

Pawed 120 HIR. ; 

hika penggugat tidak dapat menulis maka ia dapat mengnjukaun 
gugatannya secara lisan lepada Ketua Pengadilan Negeri akan 
me ncatatnya, catalan mana ditanda taguni oleh ketua pengadilan 
dings sebagi sural gsat" 

3. Kalau diajuknan secara tertulis harus memenuhi syarat bentuk sural gugal 

Apabil penggngat mengajkan gugntan secra tertulis, maka ada 3 hal yang 

har us diperhatikan yang terdapat dala sur al gaga tan yaitu. 

I. Keterngnn lengknp dnri pihsk - pihak yang berperkra yat, mengenai 

2 Dasar gugatan ( fundamentaum petend ) yang menurnt nrainan tentang 

kejadian -kejadian dan uraian me nge nai hukun yail adanya ha.k dalan 

hub ngan huakum yang menjadi dasar yurdis dani gugatan itu 
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3 Apa yang dimohonkan ( petitum ), bila surat gugat tidak jelas dapat di 

mi nta kepada penggugat untuk menjelaskan di muka sidang. Adapun is 

surat gugat penting karena; 

a tergugat akan mengetahui mengenai mnengapa ia digugat dan apa 

Yang dituntut dari padanya 

b. diururukn nan penggugat dapat diketahui siapa pengggatnya 

¢. Penggugat dapat mengadakan pemanggilan terhadap orang-orang 

yang bersangkutan." 

d. Tergugat akan mengetahui mengenai wewenang Pengadilan 

apakah berwenang mutlak atau wenang re]at;r " 

4. Membayar biaya perkara kecahi Prodeo 

Di amping itu pula perkara --parkaura yang diperiksa secara prodeo atau 

cuma ctna berdasarkan ketentuan Pasal 27 H.IR artinya tanpa suatu 

bayaran, perihal perknara yang diperiksa secara prodeo atau cuma - cuma ini, 

juga dapat diajukan permohonau dalam tingkat kasasi. 

Pa8al 237 ILLR 

" Orang yang me ngat atau digugat di muka pengadilan akan 
tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat dibni ijin 
untuk sama sekahi beracara dengan cuma-cmn " 

Sebenarnya pasal ini menyimpang dari prinsip dalama Pasal I2I ayat 4 

H[qt vang menelap kan, bahrwa untuk berperkara hrar us tebayar ongkos-ongkos 

perkara Akan tetapi bagi orang yang tidal mampu diberi kemungkinan untuk 

Abdul Kadir Mberroed, Luk.so arah'er es Ir.done.sis, Bandung Ahuri, 1989 al. 4.3 
bin,, du Cir Ali, esot.ar Hula Acacaerdata Bandung Alumni, 1974 hal. 30 



beperkara dengan tidak membayar ; hal ini tergantung dari ketuna yang alean 
• 

mongijinkan atau menolak permolronan untuk it 

Sehubungan dengan dasar gugatan yang dibuat secara tertulis timbul 

pertanyaan, ampai berapa jauh peristiwa - peristiwa yang menjadi dasar gugat an 

harus diperiuci ? 

Menurut Soedikeno Mertoksum, S.IH bahwa dala Alu Hukaum Acur 

Perdata hikenal 2 ( dua )macaurn teori tentang penyusunan surat gugatan yait; 

1. SLbstanterigstheorte, yang menyatakan bahwa dalam gugatan harus di 

ebutkan dun dinraikan rentetan kejadian yang nyata dan me ndahuli 

peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu, misalnrya tidak eukup 

hanya menyebutkan penggugat adal ah pemilik barang", melainka harus 

disebutkan juga penihik memiliki bar ang itu karena telah inembelinya atau 

telah mewarisinya, dari orang tua almar hum atau karena me ndapat hacdiah 

dart pemerintah 

2. ldivdaltseringstheon, yang menyatakan bahwa kejadian - kejadian yang 

dis but dalum surat gugatan hrs cukup menunjukknn adaurya hub ungun 

hokum yang menjadi dasar tuntutan sedan gkan sejarah terjadinya tidak per hu 

disebut sekaligns dalam surat gugatan, karena hal itu dapat dike mukakan 

dalam sidang disertai dengan pembktiannya. ) 

Dani 2(dua) macam teori hukun aura per data terse bnt di atas ini, mana 

yang lebih bail, sebenarnya tergantnng pada sejarah hukaum acara perdata yang 

Koerargodo, RMJ doe Moch Jaus, git, hel.164 

#bl Kadit Mharrad, o. halama 42 
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pemah berlaku di Hindin Belanda dulu, namun pada dasarnya ada 2 sistem hokum 

acara Per data yang perah berlaku di Hindia Belanda dulu diantaranya; 

a. Berlaku bagi golongan Eropa, yang diatur dalam B.Rv, menurut sistem ini 

beracar itn harus dilakukan secara tertulis, dan diwakilkan kepada 

pengacara yang ahli hukum, dan hakim bersifat pasif Karena secara 

tertnlis, maka pen yus unan urat gugatan pun harus secara lengkap, jelas dan 

sistetis tentnya me ngikti teori substantiertngstheorte 

b. IHI. dan .g. yang berlaku bagi golongan lain, menurut sistem ini 

beracara itu tidak harus tertulis, lisan pun boleh, tidak harus diwalilkan 

kepala ahti hukm dan hakim bersifit aketif Karna itu mengaj ukan surat 

gugatan pun tidak ada ke harusan dal an bentuk tertentu, dalan hal ini boleh 

me ngikuti teori individual seringstheorie, 

Karena sistem HIR dan .Bg itu diikuti hingga sekarang, maka 

penggngat bebas merumuskan surat guglnnrya, wsal sagja dial surat gugala 

tersebut cukup memberikan gambaran yang jelas tentang kejadian materiil yang 

menjndi dasar tuntutan. Apabila surat gugalan kurang jela ala kurang emp urns, 

hakm dapat memberi petunjuk kepada peng8gt ntuk memperbaiki ggatannyn 

(lasal 119HLR, 143 R.Bg. ). Karena di dalas praktek teori man yang perlu diilauti 

dalam menyusun surat gugatan, tidal begitu menjadi persoalan. Tetapi dalam 

kemaj uan da perkebagan praktek dalam bidang pendidikn hkum, cukup 

mueberikcan indikasi bahwa adanya kecenderungan untuk mengikuti teori pertama 

anpa engabaikan teori kedua 



Sebelum memasukkan gugatan ke pengadilan pengggat harus 

merperhatikan format ( bentuk ) dari pada ggatan Surat gugat se lain harus 

bertanggal, juga harus menebut dengan jelas pana penggugat dan tergugat serta 

tempat tin#gal mereka dan kalan dianggap perlu dapat pula disebutkan kedudukan 

Deng8gat dan tergugat, misalnya apabila yang mesa4 okaan gglan adalah X 

direktu PT Anugerah Surat gugat sebaikrya ditik, dapat jug ditulis tan ga, cukup 

apabla di atas kertas biasa, artinya tidak usah di kertas materai atau surat ggat tidal 

perlu dibubuhi materai. Perlu diperhatilan babrwa surat harus dibuat dalam beberapa 

rangkap, satu hielai yaitu asinrya utuk Pengadilan Negeri, atu helai untuk arsip 

pengggat dan ditarbah sekian banyak salinan lagi untuk masing - masing ter gugat 

dan turut ter gugat 

Suatu gogatan harus me muat gambaran yang jelas mengenai duduknya 

persoalan dengan lain perkataan dasar gugatan harus dike mukakan dengan jelas 

Dalam hukum acara perdata bagian dari gugat ini di sebut Fundamentuwm Petendi atau 

Posita terdiri dari2 ( dua) bagian, yaitu, 

a Baian yang me mat alasnan - alss berdasarkan kesdaan den, 

b. Bagan yang memuat alasar-alasan yang ber dasarkan bk um 

Dalam surat gugat harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal - hal 

apa yans diinginkan atau diminta oleh pengsusat agar diputuskan, ditetapkan dan 

diperintahkan oleh ha.kit, petitum ii hanus lenglap dean jelas karena bagan dari 

urat gugat ini yang terpeting 

Retoola damn bskaodar Oerrplertainots,of .t,hell6 
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Setelah surat gngat dibuat, maka surat tersebnt harus didaftarkan di 

Paniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan, yang terjadi dalam praktek bagi 

yang tidak dapat menulis penggugat datang pada Pauitera Pengadilan Negeri 

yang mencatat segla sesuatu yang dikemukakan pada penggugat, kemudian catatan 

tsebut diajukan pada salah seorang hakit yang meneliti serta menanyakannya 

kepada penggugat dan selanjutnya mendatanginya Dengan deikian berkurangy 

pemtuduk Indonesia yang buta h f  dan akin banyaknya orang mompercayakan 

perkaranya kepada seorang wakil tau kusa, aka sckorang gugat lisan itu jarang 

diajukan 

Menurut Pasal 178 ayat 3 HLR, balow hakim wajib mengadili sema 

bagian dari petitan dan hakim dilarang untuk memutusk«an lebih dari pa 

yang diminta oleh penggngat ( Putusan M.A. tertanggal I9 Jui 1971 Nomor 

46K/Sip/1969, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, 1971, halaura 443 dan 

Putnsan MA. teranggal 29 Oktober 1994 Nomor P.K/Pi/1994 ), termuat dalam 

uajalah Varia Peradil an, tahun X Noor 112 Januari, halaman 14 16. 

C. Tempat Grtan Diaj uh 

Menurnt ketentan Pasal I18 HLR, 42 RBg, eebagaimana yang tela 

banyak penulis singgung di dala pengaturan maengenai Kompetensi Relatif 

Pengadilan Negeri di atas, ma.ka pelis akan kembali mencoba menje laskan ecara 

rici dalam sub ini. Dahwa maengenai pormohonan gugalan yang diajukan kepad 
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Ketua Pengaditan Negeni yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat, 

at au jika tidak diketahi tempat titggaluya, tempat tinggal sesunggunya. IHanya jika 

terdapat lebih dari eorang tergtugat yang tidak bertepat tinggal daerah Pengadilan 

Negeri yang sama, aka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang 

derah hukumya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat me urut pihihannya 

Jika antara para piha.k itu ada hubungan sebagai orang yang berhutang pertama dan 

penjamin, maka ggatan diajukcan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah 

h uk u y a  e  lipui terpat tinggal orang yang berhutang pertama atan salah seorang 

di antara mere ka. Jika tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dike nal, maka 

ggatan diajukan kepada Ketua Pongadilan Negeri yang daerah hukaunnya meliputi 

tempat benda tetap itu terletak Jilea dipilih tenpat tinggal dengan akta, maka 

penggugat bila menghendakinya dapat mengajukan gugtunny kepala Ket ua 

Pengadilan Negri yang daorah hokumnya melipti tepat tingsal yang dipilih itu. 

Dalam Pasal 118 ayat I H.LR menyebutkan; 

Cuglue-gtgatnn perdata, yang pada tinglat pertama termasuk 
wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan urat permo ho nan 
yang ditanda tangai oleh pengggat atau kuasanya sesuai ke tentuan 
Pasal 123 HIR. kepada ketua Pengadilun Negeri yang mempunyai 
wilayah hake di mana ter'gngat bertempat tinggal at ika ia tidak 
mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediaman 
sebenarnya 

Pasal 17B.W 

" Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya, di mana ia 
me nempatkan pusat kediamannya. Dalam hal tak adanya tempat 
tinggal yang demikian, maka tempat diam sewajarnya di an ggap 
sebagai tepat tinggal " 



Dala Pasal 1H8 HLR. dan Pas! 17 B.W. tempat tinggal seseorang 

yaitn tempat di mana seseorang mdnempatkan pnsat kediamannya Tempat tinggal 

seseorang dapat dilihat dani KT.P, orang tersebut, karena tempat tinggal adalah 

teuspat di aa seseorang berdiva au tercalat sebag peduduk, sedan gkan tempat 

kediaman adalah di mana seseorang ecara resmi menetap dan diam, sescorang 

tersebut harus dinri untuk kepentingan-kepentinganna. 

Apabila seseorng pindah tanp tueningga kan alamat barunya dan 

tempat tinggalnya atau tempat kediamannva tidak di ketahui, maka ia di gugat pada 

l'engadilan Negeri tempt finggalnya yang terrakhir dan dalaura sral gugut disebutkan 

paling akhir bertempat tinggal" 

Terhadap asas actor sequltor Norum Ret itu bahwa gugatan harus 

hajukn di engadilan Negri di tempat tinggal atau diam pihak tegsat yang 

terdapat dalam Pasal 118 ayat I HLR, peyimpangan asas tersebut di atas sebagai 

berikat 

I. Halk evocate, ii merpaknn pengecnnlin Pasal 118 ayat 1 HLR yang 

berlaku di dunia per tdagan@an antar para pedagang 

2. Pengecualian ii dapat kita hihat dala Pusal 314 RV di mana gugatan 

dapat diajukan pada, 

Tempat diam tengugat 

2 Di mana kontrak diadaka1 

3. Di mana barang dilever / tempat penyerahan 

bri,I,  la Chidir Ali, pp_et halama 26 
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4, Di tempat pembayarn." 

Hok ini terjadi sebagai akibat perselisihan antar pedagang sebagai 

contolarya, penggugat tinggal di Kabupaten Demake sedang tergngat bertempat tinggal 

di wilayah kekuasaan I'engadilan Negeri Semarang, tetapi dart perjanj inn dagang 

yang diadakan antara penggugat dan tergugat dilakukan di Kabupaten Kendal makes 

penagugat dapt mengajnkan gugatarya di fengadilan Negeri Kendal 

Pasal 118 yat 2 HAR,Pasal 142 ayat 2 R.Bg, meyatak; 

ayak tergugat, ponggugat boleh memilih salah sat daripada 
domisili torgugat. Ada debitur utanna dan penanggumg, maka 
gugatan dapat di maskkan di domisili debitur utaura 

Puwsal 6 ayat 1 R.O. me nyatalan, 

Jikea orang-orang karena kebangsaannya atau karena kedudukannya 
ta krena jabatany ehr usnya diajukan pada pengadilan yang 

berbedau, mala kalau mereka bersama-sama terlibat dalam suat u 
perkara baik pidana mapun perdats, merekaa akcan diadili oleh 
engadilaa yang tertinggi" 

Dulu pada jaman penjajahan ada dualisme huku dan dualisme 

peradtlan yang berakibat sebagar berikut, 

l Orang ropa dan yang dipersamakan pada prinsipnya menghadap pada Raad 

Van Justiti yang kedudukannya sebagai hrakin banding dari Lanr aad 

2. Ada orang yang eupunyti kedudukan tertentu ( Guberur Jendral Kepala 

Departemen dan yang sederajat) me mpnnyni hak 'orum Prtvtlegtatum di 

mana mereka ke Pegadian yang lebih tiggr dani biasa 
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3. Bupati maju kepada ac van jastitie. Denugan demikian jika orang biasa 

yang hgugt bersama sin Bupafi, mak dalam kus tersebut orang biasa 

aju ke Raad Van hstitie 

4. Akan tetapi jika dalam perkara perdata seorung bong ( penjarin ) dala hual­ 

hal seperti Pasal 6 ayat 1 R.O maenghadap pengadilan lebih tinggi dari pada 

peja ulata, aka ereka uras in g-uasing diajuka di uk pen gadi lan 

yang, berbeda Jadi ada2 (  dua ) gngatan yang berbeda 

Apabila see orang dgpat di muka hakim yang tidak wenang cara 

relatif memeriksa perkara tersebut, maka hakin huanya dapat mengatakan diriuya 

tidak wenang secara relatif memeriksa perkara tersebut apabila tergugat mengajukan 

tangkisan atan ekepsi bahwa hakim tidak wenang memeriksa perkara tersebut, asal 

tangkisan tersebnt dinjulcan pada sidang pertama atau setidak tidaknya belum 

menggnakan tangkisan lain. Dalan heal ii hakis wait member ikan tangkisan, 

walanpun piha.k yang bereangkutan atau wakilnya tidak hadir dalam persidangan 

(Pasad 125 yat 2, Pasa! 133 H.LR. Pasal 149 ayat 2, Pasal 159 R.Bg. ) Apabila 

tangkisan ditolak, makn pemeriksaan mengenai pokok per kara dapat dilanjutkoan 

sampai putus (Pasal 134, I3S ILLR.. Pasal 160. 161 RB" 

Sebaliknya seperti yang telah diketengahkan di muka, apabila perkara 

diajtkwn kepada hakim yang tidak wenang secara absolut, maka hakim ex otficto 

harus menyatakan dirinya tidak we nang 

Suin Mertokc.stem, gg.Ahal 67 
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Adapan kcdudukan Pengadila Negeri adalah di kotamadia atau di 

lbkota kabupaten dan daerah hkumnya meliputi wilayah kotamadia atau 

kabupaten, sedangkan bagi Pengadilan Tinggi kedudukanya adalah di Ibukota 

Propinsi dan daerah hkumnya meliputi wilayah propinsi ( Pasal 4 UU Nomor 2 

tahun 1 9 8 6 . "  

D, Gugatan Dapat D iwk ilk.an. 

Pada prinsipnya bahwa setiap orang boleh berperkara di depan 

pengadilan, namutt ala pengecualiannya yaitu, bagi mereka yang behm dews dan 

orang sakit ingatan. Mercka itu tidal boleh berperkara sendiri di depan pengadilan, 

me lank hrus diwalili oleh orang tuanya atnu walinya dan bagi mereka yang salit 

salan oleh penganpunya. Oleh karena itu, HLR. tidak mewajibkan para pihak 

ntnk rte walilkan kepada orang lain, shinggn pemeriksan di persidangan terjadi 

evara lan@sung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Dengan 

demi kiap hakim tetap wajib me meriksa sengketa yang iajukan kepadanya, meskip on 

para pihalt tidak mewakilkan kepada seorang kasa Nam upabila mereka diwakili 

oleh seorang kuasa, kuasa is dapat diberikan scara lisan, yaitu apabila pihrak 

yang bersangkutan atau peberi knasa hadir juga secara pribadi di persidangan 

Atat para pihak dapat pula memberi kuasa kepala wakilnya secara tertulis dengn 

srt knasa k h us 

ad, hlaran6 



Mereriksa para pihak yang berkepentingan secara langsung hakim 

akan dapat mengetahi lebih "jelas personlannya, karena para pihak yang 

berkpentiuganlah yang mengetahui seluk beluk peristiwanya. Kalau para pihake 

me ngasakan kepada scorang kuasa, tidak jarang kuasa ini kurang mendalari 

peristiwa yang menjadi sengketa secara terperinci, sehingga ia hanya sering sipa 

dengan surat jawabeannya agja, tetapi kala ada pertanyaan dari hala m 

yang memerileanya, ia masih harus berkonsultasi lagi deugun pihak yang diwakilinya 

(kiennya). Lag pula pabila eeorang berporkara sendiri socara langsung tanpa 

perantara wakilnya jauh lebih ringaun biayanya dibanding menggunakan seorang 

kuasa, karena pihak yang diwakilinya akan mengr luarka honorarium untnknya 

Akan tetapi dengan adanya eorng wakil juga mempunyai man fat. 

Orang yang pemah berhubuugan de an gan pengadi lan dan harts berperkara, biasanya 

gup menghadap hkim, maka seorang pembantu atau wakil sangat ber man fiat. 

Terutma seorang wakil yang tahu akan huukumnya dan mempunyai itikud baik, 

merupakn bantuan yang tidak keeil bagi halam dalam memoriksa suatu perkar 

karena memberi suatu sumbangan pilairan dalam memecahkan persoalan persoalan 

hukum Karena tahu akn hokumnya mak wakil ii hanya aknn mengemukakcan 

perstrw-peristiwa yang relevan saja bag hukum, hak ini akan me mperlancar 

ya an ya peradilan Dan bag yang bta hkm sama sekali, sehngsa menjadi sasaran 

penipan ata perlakcuan yang scwenang, · wenang atan tidak layak, seorang waki 

Vang tahu haka dapat menegah per lakuan yang tidak fair tersebut 
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Pasal 123 ayat I H.IR., I47 ayat I R.Bg menyatakan; 

Jika dikehendaki, agar para pihak dapat didampingi atau menunj uk 
seorang kusa sebapai wakilnya, ntuk ii harus diberikan surat 

kuasa khsus untuk itu, kecuali kalau pemberi kuasat hadir, 
pengsgat Jga dapat memberi kuasa dicanturkan dalam surat 
8gt, ataut dalam gugat lesan dengan lesnn, dalam heal mana harus 
dientmkan dal am catatan ketua" 

Dari bunyi pnasal terse but di afas bahwa pengurusun uatu perkara jika 

diwakilkan kepada kauasa ahli hukut, maka harus ada pemberian kuasa dari 

pihalk yang berperkara kepada ahli hukum yang menerima kuasa. Pemberinan luan 

dapat dilakukcan secara lisan apabila pihak perberi kuasa hadir di depan idang 

pengasdilan Ata dapt joga dilakukan ecwa tertulis dengan mnembuat srat kuasa 

khusus. Snrat kuasa klusus ii dapat dituangkan denagan akta di bawah tan gan 

maupn di depun notaries yang muemat ecnra sing.kat antarn lain tentang apa yang 

me njadi perselisihan / persengketaan antara kedn belah pihake yang berperleer 

Menunjuk luass dapat dilakokan de ngaa dengan; 

I Lisan, yaitu horns dilakukn di muka hakin 

2. Tertulis, duh ada yang dinamakan; 

a. Ocrerale Volmacht ( kuass mum ), yaitu dalam surat kuasa dimuat 

keknasaant untnk mucngbradap Pengadilan Negeri dan lustansi-instasi 

lain 

b. Bf±odere Volmacht ( Kuasa Khrusus ), yait untuk banding dan kasasi 

Kekhusnsaya di sini adalah discbutkan koperluan peertan kvasa 

( banding dan kasasi ), penyebutan nomor perkara yang dimohonkan 

juga pihak -pihaknya 
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( banding dan kasasi ), penyebutan nomor perkara yang dimohonkan 
• 

jug piha.k-pihaknya 

c. Kua#a stimewa, yaitu kuasa untuk mengangkt sumpah. Keistimewaan 

kusa tersebut adaluh bunyi sumpah tau pengakuan doat ( ditulis ) 

secara tegas dalam surat kuaa 

Sorang kuasa dapat mendampingi pemberi kuasa atau mewakilinya 

apaboi la pihak tidak dapat hadir, penerima kuasa datang sendiri sebagti wakil dari 

pihak yang bersangkutan dengan kekuasaan tertentu. Seorang walkil belum tentu 

uas." 

Apabila menunjuk kuasa impahran yakni kuasa dari kuasa dapa 

dilakaukan apabila pihak pemberi kuasa mnengijinkan bk tertulis atan lien biasanya 

dicantmkan sebagai penutup dari pada surat kuasa. Menunjuk seorang kuasa ada 

Pemberi lase terikat pada heal-hal yang dilakkan oleh penerima kuwsa 

meskipun menympang dari kekuasaan akcan te tapi kemungkinan pember 

kuas.a boleh me mbntah perbuatan knasa di mka pengahi han, apabila uasa 

me ny1pang 

b. Pemberi kuasa menyatakan sanggup tue mbayar, maka pemberi kusa wajib 

membayar atlas jasq pener ima kuasa dan sebagainya 

Apabila pihak -pileak yang berperkara diwakili oleh ahhi hukm, lebih­ 

lebih jika hli hukcum itu cnakap, berpengalaman dan jujur, maka hal ini sangal 



dirasakan manfaatnya dalam pemeriksaan perkara perdata, hraim membutuhkau 

dant phial -pihak yang berperkara suatu penjelasan dan keterangan, mengenan 

beberapa heal yang harns diketahui guna dapat memberikan putusan yang tepat 

Orang yang tidak mengerti peraturan hokum mungkin sekali memberi penjelasan 

dan keterangan yang tidak perlu dun tidak berguna diketahui oleh hakim bahkan 

mungkin mergikan kepentigan pihak yang bersangkt% 

Tarut sertanya ahli-ahhi hku sebagi kuasa dari para piahak yang 

berperkara juga sangat ber mssnfst untuak pertumbuhan huku suatu ne gar'a, se bab 

putsan hakim yang tengaundung hokum in bonkrtto itu, dapat lebih dahrulu 

mempertimbangkan uruian dari ahli - ahli hukum wakil dari pibak-pihak yang 

berperkara me ngenai wujud hukcute it D 

Namun menurut Prof DR. R. Wiryono Prodjodikoro, SL, ada 

beberapa keberatan apabi la ditentukan bahrwa untuk tiap-tiap perkara perdala orang 

hara menguasakan kepala ahli hkom. Keberdtan yang dirasakan antara lain, 

Paa ahli bukan yang menjadi wakil dari pihak yang berperkara tentunya 

harus mendapat upah dan upah ii binssya tidak rendah Akibatnya untuk 

berperkara di pengadilan orang haru tenryediakan dana yang tidak sedikit, 

hral tans tidak sesuai Undang-undang Pokok Kekuasaan Ke heal iman 

Nomor I4 tahn 1970 yang ue nghe ndaki peradilan yang dilakukan de agar 

Wiyso Prodidihors sgct, hala7a 28 
id,hatarn 29. 
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2 Di negara Indonesia pada waktu sckarang teraga ah.hi hukaum yang dapat 

elayani semen perkara perdata diselur uh Indonesia masih minim 

Berhubung karena masih minimnya tenaga ahli hukaum ini kewajiban 

mewakilkan tidak mudah dijalankan di Indonesia pada waktu sekarang ini 

3. Dengan selalu adanya wall dari pihak-pihak yang berperkara, hakim tidak 

dapat berhalapan langsung dengan pihake-piha.k yang berkepentingan Ini 

uungkin mengakibatkan bakit tidak mendapat keserpatan untuk 

merasaksn benar-benar apa yang menjadi kebutuhan pihak-pihak yang 

Pasal 123 ayat2HLR, Pasal 147 ayat2 R.Bg. menyatakan, 

" Pegwai yang menarut peraturan umum me nghadap di muka 
Pengadilan unuk Pemerintah Republik Indonesia, mewakili 
Negara fidak memerlukan sat kuas.a" 

Surat kuasa khusus tidak diperhkan bagi Pegawai Negeri yang 

bertindak selaku wakil Pemerintah di zouka pengadian Kemungkinan Pasal tersebut 

di alas Negara atau Pemerintahr en8gat atan digugat Instasi, Departemen, 

Propinei, Perhutani dan sebagainya diwakihi oleh Kepala Dinas yang dapat me nnjuk 

wakil. Pegawai yang mewakili Pemerintahi, secara otomatis adalah Jaksa. Di sanping 

itu ala advokat negara yaitu seorang advokat ( biasa ) yang olehr peerintah di 

ngk&at untuk untuk menjadi advokataya kalaa ada perkar-perkara ( misalnya dulu 

Mr M. Suyudi ntuk JawaTengahr ) 

.d,halame 30 
Koosmargoea,RM Jan Moct Jai, gt.AL±al. 13 



Pwsul 123 ayat IILR,Pusual 147 ayat 4 R.Bg, menyatakcan, 
• 

" Pengaditan Nogeri berwenang memerintahkaan supaya pihak 
uenglralap endiri di uka sidang ueskipnun sudah ada seorang 
kuasa yang uewallinya( rue njadi wakilnya) 

Wewenang ini tidak berlakn bagi residen. Meskipun sulah ala 

pemberian kssa sear a u r n  kepada ahli hukaun ( kuasa) untu.k men gurus dan 

menyelesaikcan snafu perkara, namun apabila hakim menganggap perl para pihake 

yang berperkara dapat dipanggil ntuk me nghadap persidangan pengadilan 

Pengadilan Negeri berwenang memerintabkan supaya pihak-pihak menghadp sendini, 

penting karena hakim dapt mengadkan tanya jawab langsung hingga akcan lebih jelas 

persoalanya, Dalam ILL.R., dikatakan bahrwa setiap orang dapat menjadi kuasa dan 

Pengwra karena pekerjyannya. Lain dari pada it, Presiden tidak perlu menghadap 

sndiri di muka pongadilan meskipun dapat digugat. Bahkan hakim tidak berwenang 

me manggil Pre siden untuk moju ke muka sidang, dalam ha! perkara perdata" 

Tell dikeulan balwa gugatan dapat diajukan secara tertulis atau 

ecara lisan. Namun Pasal 144 ayat 2 Rg. menentukan bahwa penerima kuasa tidak 

diperkenankan untk mreng Akan £gatnn secara lisnn. Dengan demikinn pengaja 

gatan secara lisan hraya dapat dilakkan oleh merekn yang mengurnsi sendiri 

perknranya, bukan jga karena penerima kuasa, karena kuasa sudah dianggap mamp 

membuat gngatan secnra tertulis, ehingga pengadilan tidak perlu lagi melakukar 

pennatatan pencatatan. Sebab apabila gugatan diajukan secara lisan makn Ket 

Ed, talaman 14 
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Pensadilan Negeri yang bereangkutan akan mnembuat catatan kepada Panitera ata 

Panitera Fengganti tentang gugatan yang diajukan secara hisan tersebut 



BAB II 
• 

HASIL, PENELITIAN DAN ANALISA DATA 

A. Kompetensi Belatif Pengdilan Negeri Dalam Praktek. 

Proses perkara perdata dimulai dengan timbulnya gugatan ke 

Pengadilan Negeri, dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, da 2 ( dua ) syn at 

utarna yang hr us di ketahit, 

I. Syarat formal yaitu; 

a Memenohi ketentuan di mana gugatan harus diajukaun 

b. Caramongajukan gugatan baik tertulis uaupun lisan 

c. Kalan diajukan secara tertulis, harus memenuhi syarat bentuk surat 

808a4 

d Membayar biaya perkara kecuali prodeo (Pasal 237 HIR ) 

2 Syarat materil yaitu, 

a Gugatan harts beralaskan dan berdasar bukum yaitu huk muter il 

yang tenjamin ggatan 

b. Sudah saatnya mengggal 

e. Debitur enggan melaksanakan prestsinya (dalas hal ini sudah ada 

teguran atau somasi ) 

d. Cugatan harus didasarkan pada hak yang pantas 



e. Berdasarkan kepentingan yang wjib dihormati 

Dari rian di ataes dapat di lihat bahwa, tepat perjajtan gugatan itu 

merupakan syarat fortul uptuak dapat diterimannya satu gugatan, yang 

me njadi masalah adalah bahwa mas yarakat Indonesia mnasih banyak yang tidak tahu 

hukum bahtkan uasth bran yak yang buts horuf, sehingga ada kemungkinan terjadi 

kesalahan dalam pengajuan gugatan di tana ini merupakan langkah awal dari tut utan 

hak, had ini disbabkan karena di situ IHIR tidak monyoal kewaiban untuk 

mewakilkan kepada orang lain atan mengnahalean seorang pengacara / advokat 

yang nengtahui bukun, gugatan seringkali dinyatakn tidak dapat diterima karena 

alasan loral, isalnrya kesalahan dalam kompatensi relatif 

Di dalam beracara di uka Pengadilan, masalah kompetensi relatif 

terutama gugatan mengenai benda tetap eujadi nasal ah yang sangat penting 

Ban yak perbedun pendapat mengenti kemans ggatan harus disjukan jtka 

ggatannya mengenai benda tetap. Menrut IL.A. Sulchn, SH, tibulnya suatu 

gugatan disebabkan karena sengketa oleh para pihak tidak dapat diselesakan sendiri. 

Dengan perantaraan pihak lain melalui perdamaian, untnk mendapatkan haknya, olch 

karena rtlah ggatan diajukan kepada pengah lan dr tuna be nda tetap itu berada 

Hal senadapun diungkapkan oleh Jawade Hafidz, S.IL, bahrwa 

mengenai timbulnya suat gogatan yaitn apabila salah satu pihak telah 

dirugikan haknya secara hokum di mana pihak yang dirugkan itu mengajukan 



gugatan untuk mendapafkan hale-hak perdatanya, dan mengenai bendn tetap makca 

diajukan ke pengadilan di mana obyek sengketa tersebut berada. Misal, jika obyeknya 

berada di Seroar aang uaka diajukau di Pengadi lan Negeri Semarang. 

Borbeda pula dengan apa yang kemukakan oleh Ibu Sukarmi, S.IL, 

hika tergugatnya sudah diketahut tempat diam atau tempat tnggal sebenarnya ata 

lah dike nal, maka gngatan hrus diajukan ke Pengadilan Negeri di mana terguge 

berad, bukan di terpat di mana benda itu berada, adalah tidak benar jika gugatan 

mcngenai benda tctap langsung diajukan ke Pengadilan Negeri di mana bends tetap 

itu berada padaha! tergugatnya sudah diktahui, dikenal tempat diam, atanpun tinggal 

yang sebenamnya. Jika heal itu terjadi maka menyimpang dari apa yang diatur oleh 

pasal LI8H.LR 

Pendapat di atas mendapat dukungan dari Ny. Hj. Soeparti mongena 

timbulnya uatu gugatan disebabkan karena adanya perselisihan. Sescorang meras 

bahwa hakarya dilanggar oleh orang lain. Jadi perselisihan itu bukan disebabkan 

karena bendanya melainkan manusianya, karena itulah gugatan harue diajukan 

kepada Pengadilan Negeri di mana tergugat berdiam atan bertempat tinggal 

ebenamya. Tidak benar jika gngtan itu langsung iajuka di tempat di mana be nda 

tetap itu berada, tidak langung menuju kepada lasal 118 ayat H LR, Alon tetapi 

emaharitya harus me lalui tahapan - tahapan ayat demi ayal apabila syarat tersebut 

tidal terpenuli baru ke radian ke ayat berikutnya.' 

Awokat/ Pengaca, wawancara di Semarang, tanggal 2Agutus 2000 

lio ersdila Negeri Semarang di 3emarogS A&utu 2000 
'HakaPergahln Negri Semarang, hi Semarang, 5 ag0stus 2000 



Di dalam H I R  jug telah diatur bahwa suatn gugatan pada asasnya 

harus dimasukkan ke tempat di mana tergogat berdiam atau bertempat tinggal 

ebenrwya. Apabila tergngatnya tidal dikenal alau tidak diketahui tempat dian 

aaup un tempat tinggal yang sebenarya, aka gugatan dapat diajukan di tempat di 

manta pengugat berala. Namun jika gugatannya itu mengenai benda tetap seperti 

yang dike mukakcan di atas, maka Pasal 1 18 ayat 3 HLR, sudah mengatnr secnra 

jelas dan bear, bahwa gugatan mengenai benda tetap hrarus diajukan di tempat di 

maa benda tetap itu berada apabila tengugatnya tidak dikenal atau tidak dike tabui 

tepat tinggal yang sebrenarnya map un tempat diam 

Lain lagi yang dikemukakan oloh Sutrisno, Sg., S.H., yang 

cenderung lebih melihat sifht pembuktiannya, belian berpendapat bahwa gugatan 

yang berkaitan dengan benda letap sebenarnya dapat pula diajukan di tempat di 

mana benda itu berada Hal ini disesuaikan dengan kondsi pemikiran bahwa lebih 

mdah ntuk mengajukan gugatan di tempat di mana benda tetap tersebut berada 

karena hal iri berkaitan dengan pembuktin yang alan diperlukan. 

Dalam hal eksepsi Jawade Hafidz, SIL, menyatakan bahwa terhadap 

gatan yang diajukan pala Pengatdilan Negeri yang tidak berwenang, maka 

menrut Pasal I8 HIR, tergugat dapat mengajukan cksepsi yaitu penangkisan 

atai penolakan atas gugatan yang drajukan pens8gugat di mana eksepsi tersebut, 

bahwa tergngat berwenang menyatakan gugatan itu tidak memenuhi persyar atan 

formil yakni tidak lengkap menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 



karena diajukan di Pengadilan Negeri di luar obyek sengketa di Pengadilan Negeri 
• 

yang la, bis jati Pengadilan Negeri meneruskan dan nanti pengadilan dalam 

proses menyatakan Aidak reenuhi persyarntaen formil, maka pengadilan dapat 

Sedangkan menurut H.A Sulchan, S.H, eksepsi muncul apabila 

pokok perkara berdasar benda tetap, nka dapat diajkan putusan sela kepada 

Pengadilan yang momeniksa porkara. 

Ny. Hi Soepanti, S.H mengemukakan pule babwa HAR tidake 

mengatur gogatan mengenai benda tetap harus diajukan di mana benda tetap itu 

berada Jika la gusatan yang diajkan ke tempat di mana benda tetap tersebt 

berada aka pihak tergugat harus melakukan ekepsi bahw Pengadilan Negeri 

tersebut bahwa pongadilan tidnk berwenang unfuk mengadili dan eksepsi ini barus 

iajukan pada awal persidangun krena ketidakwenangan hakim di dalam mengadili 

suntn perkara." 

Psad 1 1 8  ayat 3 HIR. ii, memang menibulkan perbred:ear 

pendapat di kalangan para Sarjan Hukura. Jika kita berpedoman pada IL.LR yang 

ashi, menrnt pennlis harslah benar -bear dipahami. Narun di kalangan para 

Sarjana IHukau memberiksn penafsiran yang berbeda-bedu terledap lsal 118 

H A R. ,  temutama ayat 3. asal 118 awyat 3 ini menrut penh is sudah tepat dan benar, 

' giwokat/eenaa.ara, wawancaradi3eraran. ta8al204gusto 2000 

rvzvz±-zez8c% 



artya Pascal 118 ayat 3 III tersebut harps dibaca darn ditafsirkan secara 
• 

keseluruha tidal boleh diubah - vbah dan tidak boleh dipisah - pis 

Karena apabila dirubah dan dipisah akan berbeda pula artinya Kena 

HIR berlaku di Indonesia maka IHIR tersebut harus ditatsirkan dan disesuikan 

dengan alam Indonesia, 

Mennrt Sutrisno, S.Ag, SH., mengenai gugatan yang berkaitan 

dengan benda tetap sebenarnya dapat diajukan di tempat di mana benda tctap itu 

beruda Hal ini di sesuaiakan dengan kondisi pemikiran balrwa lebih mudah untuk 

re 1gajukan gugatan di tepat di mana benda tetap terebut berada, karena hal iri 

berkaitan dengan pembuktjan yang akan diperlulea 

Hal tersebut dibenarkan oleh [Hasan Latif, S.IL, bahva untuk 

me mdahkan pembuktian, biasanya dalam kass yang berkaitan dengan benda tetap, 

di mana gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana benda tetap 

tersabut berada. Karena dalarn mnasa pembuktian dan masalah biaya ( di dalam 

mendatangkan saksi-saksi ) dapat ditekan Naman menurntnya tidak serua 

pembktian dengaun tendatangkan saksi-saksi diperlukan di tiap kasus. Oleh karena 

itu, biasanya gugatan diajukan ke engadilan mana adalah terscrah kepad pihrak 

bu Sukarmi, S.IL, engakui bahwa di jaman sekarang ini, orang di 

dalam mengaukan gngntan mengenai benda tetap cenderung untuk rengajukan 

'engecwadan or.sltanHukuam, Ser.aca, ta.gal 28 4ggtus 2000 
'pengucmadanot.sultan Hku, Scrswag, taggal Steuber 2000 



I 

gugatannya ke Pengadilan Negeri di mana benda tetap tersebut berada Namun tidak 
• 

dipungkiri bahwa mengenai biayapun masih tetap menjadi kendala. Jika kita ingin 

renegakkan IH.LR yang telah ada, maka menurutnya adalah benar jika gusaan 

beuda tetap hars diajkan ke Pengailan Negeri di mana tergugat berada karena 

ersatnya dikenal sehingsa sudah jelas bahrwa tempat tings} atau temp at diam 

yang ebenarnya. Nanun yang mejadi pertitbagan bagi penegak hokum adalah 

masala.h biaya tadi, karena sampi sekarang biaya ini masih menjadi kendala yang 

besar 

Walaupun scbenarnya, maalah biaya tidak monjadi masalah karena 

yang tertama malah tegaknya keadilan, jika ingin menegakkan hukum yang benar 

laktor-liktor tersebut tidak bole h dijadikn sebagai dasar penyimpangu di dalam 

mengajkan gugatan, karena walaupun gngatan terse but dimasukkan ke Pengdilan 

Negeri di mans tergugat berdiam atau berte1pad tinggal sebenamnya, maka Ketua 

Pongadilan Negeri di mana diajukan gugatan dan yang memutus dapat 

mendelegastkan kpada K etua Pengadian Ne geni di ana be nda tetap tersebut berada 

untuk melakukan eksekusi apabila diperlukau' 

Hal seadaput dike turk ant oleht Ny. Hj. Soprti, SL, bhwa 

engadilan Negeri dapat minta tolong kepada Ketua Pengadilan Negeri lain untuk 

melakukant eksekusi apabila diinta karcna monurutnya tidak bear jikca urutan dari 

satu pasal itn dirbah-rubah susunannya ala pun ur utann ya" 

, Hakim Pengditan Negeri Semarang di 3cmarang, lAgts 20OU 
Hkirenadlalegeni Ser.arang di erarsons.' A&stun 2000 



Menurut penulis, pengajuan kompetensi relatif ini harue diajukan di 

awal persidangan Dengan demikian yang aktif adalah pihak bersengketa, bukan pada 

hakimnya Karena kondisi Indonesia sudah semnakin maju, make tuntutan hukum pun 

akan berkembang, Selingga sugatan yang berlaitun dengun benda tetap dapat 

dajukan di tempat di mana bends tetap tersebut berada Oleh karena itu secepatnya 

kita harus membuat atau minimal mengsand pass}-paal yang sesuai dengan kondisi 

dan alam Indonesia sekarang ini, dengan demikian sehngga tidak terjadi perbedaan 

pendapat mengenai masalah kompetensi relatif yang berkaitan dengan benda tetap 

( tak  bergerak ) sehingga semua sprat penegak hukum dapat bersatn di dalam 

me negakkan keadilan 

B. Tiajn Karu 

Ada sebuah perkara, yang pihaknya adalah sebagai berikt; 

Mas'an berdomisili di Kendal sebagai penggugat melawan 

L. Tee Goen Lie, sebagat trgugat Iberdomisili di Semarang 

2. Soediran, sebagai tergugat II berdomisili di Semarang 

3. Mucshan, sebagai tergugat IL berdorisili di Kendal 

Yang mana perkaranya adaah sebagai berikut 

Perkara imi dimulai dari alas ebdang tanah tambak yang berada di 

daerah Kendal, di map tanah terebut adalah ihik pengggat. Karena buju.ka 

lergugat I (  Tee Goen Liem ), sertifikat tanah terebut dapat dipinjam oleh Tergugat 



III ( M u c s h an  ). Yang kemudian diserahkan kepada Tergugat I Karena selang 

beberapa waktn sertifikat tanah tambak itu tidak juga dikembalikan, maka penggu8a 

meminta sendiri sertifikat tanah tambak tersebut kepada ter gugat I dengan baik-baik 

K.etika Penggugat menemuinya, ternyata di tangan tergugat I ada surat 

pernyataan yang ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat I Karena merasa di 

tipu, tergugat II dan pengugat melaporkan tergugat I kepada yang berwajib. Karena 

tanah tambak tersebut dialihkan lagi oleh tergugat I kepada tergugat II pihak 

penggugat merasa putus asa, maka Mas'an mengajukan gugatan kepada Ketus 

Pengadilan Negeri Semarang di mana terggat berdia ata bertempat inggal Yan8 

sebenarnya 

Atos gugatan dari pihak penggugat tersebut, mak tergugat II elalui 

kuasanya melakukan esepsi mengenai tidak berwonangnya hakim atau Pengadi lain 

Negeri Semarang di dalam mengadili perkara ini. Atas eksepsi ini make Pengadilam 

Negeri Semarang memberikan jawaban menerima eksepsi yang diajukan oleh 

tergugat II dengan alasan adalahr yang berwenang adalah Pengadilan Negeri di man 

benda te tap tersebut berada. 

Atas putuan Pengadilan Negeri Semarang ini, pihak pen88al 

melakkan banding kepada Pengadilan Tinggi Semarang. Namun oleh Pengadilan 

Tinggi Semarang diberikan keputusan menguatkan keputnsun Pengadilan Negeri 

Semarang Atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang ini, Pihak 

tergugat I mengajukan kasasi kepadua ketua Mahkamah Agung dengan alasan bahwa 

tergugat I merasa keberatan jika gugafannya harus diperikea leh Ketua Pengadilan 



Negeri di uana benda tetap tersebut berada. Atas pengajuan kassi dani tergugat I itu 

alea Mahkarah Agung memberikan putusan sebagai berikout 

Bahwn terlepas dari alasan - ala an kasasi yang diajukan oleh ter ggal 
I, enurut Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Semarang / judeks 
factie telah salah menerapkan bukum dengan portimbangan; 

Bahwn tergugat dikenal da tempat tinggalnya diketahui, maka Pasal 
118 ayat 3 ILL.R. tidak berlakau, namun yang berlaku adalah Pasal 118 
ayat 2 H I R. , di  mana dalam hal alamat para tergngat berbeda terserah 
kepada terggat utuk memilih le mana ggatan diajukan, ke 
Pengadilan Negeri Semarang atau Pengadla Negeri Kendal 

ahow ternyta pong8gnat monihih mengjkn gugatan ke 
Pengadilan Negeri Searang, hal terebut sudah tepat dan benar, karena 
esuai dengn Pasal 118 ayat 2 H. I R "  

(', Pemhahasan 

Dari kaeus yang penuls jelaskan di atas ala beberapa hal yang 

menarik tuk dibahas, yaitu mengenai ompetensi relatif Pongadilan Negeri 

Sengkel ii diwli olehi perselisihen ls tanah tambak milik 

pong8pat yang berada di Dukuh Bandengnn, Kabpaten Kendal. Tanah tersebut 

oleh tergugat II ( ayah dari peossugat ) dapat diserahkan kepada tergugat I Oleh 

trgugt I tanah tersebut dijual kepada tersugat II (sebelunu dilakuka jual beli, 

tersggat telah menguaa tnah tersebut ecara paksa) Pengggat, dala hal in 

diwakilkan kepada kurasanya mengajukan gugtan de ngan berdasnr pada Pnsnl 18 

avat 2IHIR. ebaga berikut 

Bahwa penggugat, boleh merailih salah satn dri dorisili tergugat 
Ada debitur utama dan penjaun, maka gugatan harus dimasukkan 
di pengadilan yang wilayah hukannrya meliputi domisihi debitur 
utama" 



Sedangkan pihak tergugat Il, dalam hal ini juga diwakilkan kepada 

kuasanya men yampaik:an eksepsi ( perlawan + penangkisan) mengenai tidak 

berwenangnya hakim atan Pengadilan Negri di dalanu meeriksa uatu perkara yang 

diajikan pada permulaan sidang pertara Eksepsi yang dilakukcan oleh tergugat II 

berdasarkan pada pertimbangan bahwa yang dipersengketakan adalah suatu benda 

tetap yaitn sebidang tanah tambak yang tana menurut kuasa terguguat Ll sebaikya 

8ugatan itu diajukan kepada engadilan Negeri di mana benda tetap tersebut berada 

Menurut penulis, pala asanya ggatan diajukan kepada Ketna 

Pengadilan Negri di mana ter gugat berterpat diam ( woonplaats ) atau di muana 

tergugat bertepat tiuggal yuang sebenarnya ( vwekelijk erblff ). Pasal 118 ayat I 

III. ini nengndung asas Presumption of innocence, di mans belum tentu tergugat 

bersalaht 

Sehingga gngtan harus diajukan di tempat diam tan tepat tinggal 

yang ebenarnya dari tergugat dan bukan di tempat di mana penssogat berdomisili 

Dalam kasns di atas, yang perlu diperhatikan bahwa sengketa itu adaah mengenan 

segketa beda tetap. Di mana yang menjadi segketa adalah kepemilikan atan milik 

alas suatu benda. Jika kita per hatika, di dalam Pasal 118 aat 3 H. L R. ,  ada 2 hal; 

I. Sengketa kasus mensenai benda tetap 

Di mana gngntan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah 

hkanya mehipti benda tetap berada 



2 Pengggat di dalam mengajukan gugatan dapat memilih mengajukan 

ggatannya dr tempat di mana tergugat berdiam atau bertempat tiggal yang 

sebenanny 

Ketentan Pas.al 118 ayat 3 HIR meyebut secara tegas, di mana 

ketentuan ini khasns monyanglut sengketa benda tetap yang merupakan Kompetens1 

Relatif Pengadilan Negeri. Jika lasal 118 Ayat 2 HLR., dibaca terpisah dengan 

ketentan yang lain alau wyat - ayat lain, maka dapat menimbulkan pengertan 

balowa sengketa tcntang benda tetap ii hanya boleh diajukan di Ketua Pengadilan 

Negeri di mana be nda tetap itu berada 

Dalam membaca nndang-undang hearus dibaca secara utuh dan tidak 

boleh scpotong potong Dengan demilian maka pemah@man ketentuan Pusal 1l8 

aat 3 HIR, harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 118 ayat I H.LR., yang 

mengandnng asas Presumption of innocence merupakan asas yang mendasari 

kopetenesi relatif Dengan demikian, hbngan antara Pasal 1l8 ayat I de ngan aya 

3 HIR., menimbulkan makna , Jika pengsngat ingin mengajukan ggatan dap at 

diajukan di tempat tergugat berada atau jia gugatan tentang benda tetap, makn 

ggatan dapat diajukan kepada K.eta Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya 

me lipnti bend tetap itu berad 

Olch karena itu, di dalam kasus di atas maka penggugat di dalam 

engajukan gugatan dapat memilih diaukan di tempat tergugat berdiam 

atau bertempat tinggal sebenarnya tau diajukan kepada Ketna Pengadilan Negeri 

tempt wilavah hukum benda tetap itu berada. Jika di dalam pengajuan gugatan vans 



dilakakan oleh penggugat, di mana tergugat merasa bahwa Pengadilan Negeri yan 

bersangk utan tidak berwenang untuk mengadili perkara itu, maka tergugat dapal 

mens ukan eksepsi mnengenai ketidalkowenangan Pengadilan Negri yang 

be»agktan di dale uengadihi suatu perkara. Jadi tergugat dapat mnengajukan 

ksepsi mengenai ompetensi Relatif Pengala Negeri 

Apabila tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai ketidak 

wenangan hakim, maka hakim wajib menyatakan dirinrya tidak berwenang atan hakin 

a8 pabalannya wajib menyatakcan dirinya berwenang ( Pasal 134 H.IR. ) 

K.emudian penggugat dapat mengajukan gugatan yang baru lagi kepada Pengadilan 

Nogori yang sebenarnya berwenang untuk menerina perkara tersebut 



BAB IV 

P E N ' I U P  

Sergi laugkah akhi dari peaywan skipsi ini, penulis akan mencoba 

mongemkakan kcimpulan dan saran ter hadap apa yang telah penulis bahas 

A. Kesimpulan 

l. Perahaan ketentuan Pasal 1I8 ayat 3 HLR., hare dilaitkan de ngan 

keteutuan asial 1l8 yat f THI yang mengdung sas Presumption of 

inouece merupakan asns yang mendasari kompetensi relatif Dengan 

domilinn, hbunga antare Pass 118 yat I dengan yat 3 H.LR., 

menimbllaan a.kn.a 

diajukan di tempat tergngat berala ala jika gugatan tentang 

benda tetap, maka gugatan dapat diajknn kcpad K.etua engadilon Neger 

yang wilayah bkumnyn me liputi bela tr lap itu berada 

2. Di dalampraaktek, apabila ada sengketa di mana er ggt berdomisihi berbeda 

dengan letak benda telap yang menjadi engketa, maka ggatan harus 

diajukan ditcmpat hr mana terggatnya diam ala bertempat tis,gal 

sebenary 



Bila ada gugatan yang dijuk kepala Pengadilan Negeri yang tidak 

berwenang untuk engahhi, aka torgugat dapat me ngajukan cksopsi tontang 

ketilakwenangnn Pengadilan Negeri tersebut di dala mengadili suatu 

perkara dan hakim menyatakan dirinya tidak berwenang meskipun para pihak 

tidak melakukan eksepsi 

• Saran 

I. Karena sampai saat ini kita masih berpedoman kepada H.LR., maka Pasal 118 

ayat 3 H, mongenai tempat diajukanya gugntan di mana benda tetap itu 

beraln, hams bona-honar diphami oleh par Sarjan Hukem map tun 

peneyuk huku densn bik, selingua jangyan saumnpai salah di dalan 

me erapkan ha un 

2. Alangkah baiknya jika secepatnya kita harts membat Hukum Acara Perdats 

yang sesuai dengan kondisi ala Indonesia yang sudah semakin berkembang 

chingga dengan denikian tidak terjadi porbedaan ponafsiran mongonai 

kompetensi relatif yang berkaitan dongan benda tetap sehingga semua aparat 

pene ga.k hula Aida.k eberika penafir an yang berbeda-bed, yang dapal 

mcnyulitkan dalam pcnyclesaian masalah yang dihadapi 
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